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BAB I.
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Literatur sejarah menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 1863
Kerajaan Kutai Kertanegara mulai menjadi daerah Swapraja sebagai
bagian dari Kerajaan Hindia Belanda. Sementara pada masa
penjajahan Jepang tahun 1942 daerah Swapraja Kutai Kertanegara
mendapat pengaturan tersendiri dan mempunyai kedudukan

istimewa.

Pada tahun 1945 berhasil diduduki kembali oleh Belanda dan pada
tahun 1947 Kalimantan Timur dibentuk menjadi Federasi dengan
status Satuan Kertanegaraan yang berdiri sendiri dan terdiri atas
daerah-daerah Kesultanan Kutai, Bulungan, Sambaliung, Gunung
Tabur, dan Pasir dengan sebutan Swapraja. Selanjutnya pada tanggal
27 Desember 1949 masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat
(RIS) dan pada tanggal 10 April 1950 Federasi Kalimantan Timur

masuk dalam Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta).

Kemudian pada tanggal 7 Januari 1953 berdasarkan Undang-Undang
Darurat nomor 3 tahun 1953 maka daerah Swapraja Kutai Kertanegara
diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah
otonom atau daerah istimewa tingkat Kabupaten. Sementara pada
tahun 1959 status daerah istimewa tersebut dihapus melalui Undang-
Undang nomor 27 tahun 1959 dan dibagi menjadi Daerah Swatantra
yang meliputi : Kotapraja Balikpapan, Kotapraja Samarinda dan
Daerah Tingkat Il Kutai.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995, pada tahun
1995/1996 Kabupaten Dati Il Kutai menjadi salah satu Daerah



percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Selanjutnya melalui
Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 Kabupaten Daerah Tingkat Il
Kutai dimekarkan menjadi 3 daerah kabupaten dan 1 kota yaitu
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Timur dan
Kota Bontang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2001,
maka nama Kabupaten Kutai berubah menjadi Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Selama Pemerintahan Orde Baru, kekayaan budaya dan kemajemukan
Indonesia terasa sangat diseragamkan untuk memudahkan Pemerintah
Pusat mengontrol dan menguasai daerah hingga sumber daya
alamnya. Ketika pemerintahan itu digantikan oleh pemerintahan
baru, muncul tuntutan otonomi dan pembagian keuntungan yang adil
dari pemanfaatan sumber daya alam di daerah. Dalam situasi dan
kondisi yang demikian sangatlah arif jika daerah memiliki kewenangan

yang cukup besar untuk mengatur dirinya sendiri.

Kemudian diterbitkan dan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 tentang Pemeirntahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang
No. 5 Tahun 1974 yang pada dasarnya menekankan pada prinsip-
prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan
keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah,
atau dengan kata lain menekankan pada desentralisasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dilaksanakan ternyata
kedua undang-undang tersebut dinilai banyak mengalami hambatan
yang bersumber dari kelemahan-kelemahan yang ada didalamnya.
Hamnatan-hambatan tersebut dalam implementasinya sering
menimbulkan konflik kepentingan, terutama antara Kepala Daerah

dengan DPRD. Karena kondisi tersebut , kemudian muncul tuntutan
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revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1999 untuk mencegah situasi yang tidak

terkendali.

Tututan revisi UU 22/99 akhirnya dipenuhi oleh pemerintah yang
bersama-sama DPR-RI beberapa bulan menggodok berbagai masukan
yang diperoleh dari masyarakat, dan akhirnya pada tanggal 29
September 2004 DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah pengganti UU 22/99 untuk dijadikan Undang-
Undang Pemerintahan Daerah yang beru dan pada tanggal 5 Oktober
2004 ditanda tangani oleh Presiden dengan sebutan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya
saing daerah. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
sebagaimana tertuang di dalam UU No. 32 tahun 2004 tersebut,
penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat
melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan

pelayanan publik dengan lebih sederhana dan cepat.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan
kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan
yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah
itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar (checks and balances),

artinya tidak saling mendominasi.

Undang-Undang Pemerintah Daerah yang berlaku saat ini telah
menempatkan posisi yang setara antara Pemerintah Daerah dan DPRD

yang tercermin antara lain di dalam membuat kebijakan daerah
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berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa
antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja
dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi
daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua
lembaga dapat membangun hubungan kerja yang sifatnya saling
mendukung, bukan menjadi lawan ataupun pesaing satu sama lain
dalam melaksanakan fungsinya maisng-masing. Begitu pula dalam
penetapan anggaran dilakukan bersama-sama antara DPRD dan

Pemerintah Daerah.

Nuansa demokrasi yang berkembang dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan pihak
eksekutif tidak sendirian dalam menyikapi dan menanggapi kritik,
saran dan harapan yang telah mampu memberikan sinergi terhadap
pemecahan permasalahan maupun persoalan di Kabupaten Kutai
Kartanegara yang sangat komplek agar pijakan moral atas mandat

peningkatan kesejahteraan masyarakat terpanuhi.

Sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam proses kebersamaan
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan
tujuan akhir dari proses penyelenggaraan pemerintahan akan
menjadikan kemudahan dalam pemahaman terhadap laporan
keterangan  pertanggungjawaban atas  kekurangan  maupun
keberhasilan serta pemetaan langkah langkah kedepan untuk
perbaikan dan sekaligus sebagai peletakan pondasi yang kokoh dalam

membangun Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan.

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tercermin pula dari
adanya kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan laporan

pertanggungjawaban kepada DPRD.
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Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban dimaksud
adalah merupakan salah satu kewajiban Kepala daerah sebagaimana
dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27
ayat 2 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban
untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah
kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan  pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Implementasi pasal 27 ayat 2 tersebut kemudian diatur lebih rinci
melalui Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2006 meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan.
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  kepada
Masyarakat.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008

12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK.
210.a/2005 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2005 - 2010.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2009.

15. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2009.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun
2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009.
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Selain peraturan perundangan tersebut, penyelenggaraan Laporan
pertanggung jawaban tersebut juga mengacu kepada beberapa
dokumen perencanaan jangka panjang lain yang menjadi produk
hukum. Dengan demikian, laporan keterangan pertanggungjawaban
juga meliputi beberapa tolok ukur yang dikembangkan oleh
Pemerintah Kabupaten sebagai “political will” atas keinginan untuk
menilai kinerja secara komprehensif, dengan tetap mendasarkan pada
peraturan daerah yang lain seperti Arah Kebijakan Umum APBD.

Pencapaian kinerja yang dimaksud telah didukung dengan alokasi
dana sebesar Rp. 5.180.856.255.259,33 sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2009,
yang merupakan unsur input untuk pencapaian outcome pada masing-
masing program yang telah dicanangkan dalam Rencana Program
Jangka Menegah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
dan telah dituangkan dalam kesepakatan kinerja antara eksekutif dan
legislatif dalam penetapan anggaran tahun 20089

B. GAMBARAN UMUM DAERAH
1. Gambaran Umum Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah daratan sebesar
27.263,10 Km?, dan luas perairan + 4.097 Km?, yang secara
administratif terbagi menjadi 18 kecamatan dan 227 desa/
kelurahan, secara geografis terletak pada posisi antara 115°26’28”
- 117°36’43” Bujur Timur dan 1°28’21” Lintang Utara sampai
1°08’06” Lintang Selatan dengan batas administratif sebagai
berikut :

e Sebelah Utara dengan Kabupaten Malinau
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e Sebelah Timur dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat
Makassar

e Sebelah Selatan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan
Kota Balikpapan

e Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Barat

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat dari fisiografinya
dapat dikelompokkan kedalam 9 satuan fisiografi yaitu daerah
wara pasang surut (tidal swamp), daerah dataran alluvial (alluvial
plain), daerah jalur kelokan sungai (meander belt), daerah rawa
(swamp), daerah lembah alluvial (alluvial valley), daerah teras
(terrain), daerah dataran (plain), daerah perbukitan (hill) dan

daerah pegunungan (mountain)

Jenis tanah yang terdapat didaerah ini digolongkan kedalam tanah
yang bereaksi asam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten
Kutai Kartanegara menurut Soil Taxonomi USDA tergolong ke dalam
jenis tanah : Ultisol, Entisol, Histosol, Incepticol dan Mallisol atau
bila menurut lembaga penelitian di Bogor terdiri dari jenis tanah :

Podsolik, Andosol, Renzina dan Alluvial.

Topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar
bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai
curam. Daerah kemiringan datar sampai landai dengan ketinggian
antara 7-25 m dpl terdapat dibeberapa bagian yaitu pada kawasan
pantai dan sebagian besar Daerah  Aliran Sungai
Mahakam.Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibedakan menjadi 6

kelas wilayah ketinggian.
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Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak
geografinya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata
26° C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu

tertinggi mencapai 5° - 7° C.

Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000-4.000 mm/tahun
dengan jumlah hari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Curah
hujan terendah yaitu dari 0 - 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah
pantai dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau kearah

barat.

2. Gambaran Umum Demografis
Menurut hasil Suseda 2009 jumlah penduduk Kabupaten Kutai
Kartanegara sebesar 579.596 orang terdiri dari penduduk laki-laki
sebesar 304.699 orang (52,57 persen) dan penduduk perempuan
sebesar 274.897 orang (47,43 persen). Perbandingan antara jumlah
penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio) sebesar 110,8.
Artinya setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.108 laki-laki.
Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan adanya pertumbuhan
alami dan faktor migrasi netto yang positif yang berarti migran
masuk (in migration) ke Kabupaten Kutai Kartanegara lebih besar

dibandingkan migran yang keluar (out migration).

Seberapa besar jumlah migran masuk ke Kabupaten Kutai
Kartanegara untuk saat ini baru bisa diperoleh dari kegiatan Sensus
Penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali atau dari Survei
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan di pertengahan
tahun antara dua Sensus Penduduk. Jumlah penduduk yang terus
meningkat harus diantisipasi dengan baik dan dilakukan secara

komprehensif. Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat
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Daerah dan intansi terkait lainnya perlu melakukan upaya
penanganan jumlah penduduk secara terpadu dan berkelanjutan
agar laju pertumbuhan penduduk tetap terkendali. Upaya ini perlu
dibarengi dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya

manusianya.

Berdasarkan hasil Suseda 2009, jumlah penduduk perempuan usia
10 tahun ke atas yang pernah kawin (saat ini berstatus kawin,
cerai hidup, dan cerai mati) mencapai sebanyak 151.282 orang
(69,46 persen), sebesar 12,07 persen di antara mereka melakukan
perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Persentase cerai
hidup sebesar 2,21 persen sedangkan cerai mati mencapai sebesar
6,05 persen. Faktor yang menyebabkan perceraian diduga bisa
karena akibat kesulitan ekonomi sehingga sering terjadi
pertengkaran keluarga maupun faktor lain seperti belum siapnya
fisik maupun mental karena perkawinan dilaksanakan saat usia
muda. Perkawinan usia muda berakibat pada panjangnya umur
reproduksi sehingga peluang memperoleh anak semakin besar.

Dampaknya adalah meningkatnya angka kelahiran.

Selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan angka proyeksi, laju
pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari
tahun ke tahun relatif menurun. Pada periode 2004-2005, LPP
Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 3,80 persen menurun
menjadi 2,42 persen pada periode berikutnya (tahun 2005-2006).
Pada periode tahun 2006-2007 menjadi hanya sekitar 2,36 persen
dan di periode tahun 2007-2008 LPP-nya mengalami penurunan
menjadi 2,31 persen. Namun LPP periode 2008-2009 sedikit

meningkat disbanding periode sebelumnya menjadi 3,16 persen.
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Gambar 1.1.
Laju Pertumbuhan Penduduk
Di Kabupaten Kutai Kartanegara Selama Kurun Waktu 2004-2009
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Secara rata-rata (dalam rentang waktu lima tahun) pertumbuhan
penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara (LPP) dari tahun 2004-2009
adalah 2,05 per tahun. Pada tahun 2004 penduduk Kabupaten
Kutai Kartanegara sebanyak 523.791orang dan lima tahun
kemudian menjadi 579.596 orang tahun 2009. Trend pertumbuhan
penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik dan perlu
terus dipertahankan oleh berbagai pihak utamanya kinerja dinas
instansi terkait mengingat ancaman pertumbuhan penduduk dan
tingkat fertilitas yang tinggi akan berdampak pada penyediaan
infrastruktur yang besar dan memadai serta penyediaan lapangan
pekerjaan dan ketersediaan pangan. Apabila hal tersebut tidak

terpenuhi bisa berdampak pada kerawanan sosial.

Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) atau
perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang
sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia
65 tahun keatas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-
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64 tahun) tahun 2006 mencapai sebesar 54,97. Pada tahun 2007
angka beban ketergantungan sebesar 54,36 dan turun menjadi
53,55 pada tahun 2009. Artinya bahwa pada tahun 2009, untuk
setiap 100 penduduk wusia produktif di Kabupaten Kutai
Kartanegara menanggung sekitar 54 penduduk usia belum/tidak
produktif

Indikator angka ketergantungan merupakan indikator yang kurang
sensitif. Faktanya masih ada diantara penduduk yang usianya
kurang dari 15 tahun yang terpaksa sudah harus bekerja dan
sebagian penduduk usia 65 tahun ke atas yang masih melakukan
aktifitas ekonomi. Naik turunnya angka beban ketergantungan
tidak bisa secara langsung diartikan sebagai naik turunnya
tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap usia
belum/tidak produktif

C. Kondisi Perekonomian
a. Potensi Unggulan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumberdaya alam yang
cukup potensial untuk dikembangkan terdiri dari pertanian
tanaman pangan, perkebunan, peternakan serta perikanan dan
kelautan serta kehutanan. Dimana potensi ini dimasa mendatang
akan menjadi andalan Kabupaten Kutai Kartanegara Kkarena
berperan dalam menggantikan peran dari pertambangan yang
bersifat non renewable resources yang potensinya akan semakin
menipis dan bahkan habis. Adapun keunggulan-keunggulan dari

potensi tersebut meliputi;
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1. Pertanian tanaman pangan

Potensi lahan pertanian diperkirakan seluas 2.726.310 ha,
yang terdiri dari lahan sawah seluas 67.877 ha, lahan kering
2.262.581 ha dan lahan lainnya 395.852 ha. Dari potensi yang
ada untuk sementara lahan sawah baru dimanfaatkan 25.659
ha ( 37.80%), sedangkan untuk lahan kering sekitar 106.306
ha ( 4,70%) dan lahan lainnya 40.582 ha ( 10.25%),sehingga
masih banyak lahan potensial yang bisa digunakan untuk
pengembangan pertanian dalam arti luas. Selain itu
Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Sungai Mahakam
yang hampir tidak pernah kering, sehingga cukup potensial
sebagai sumber pengairan untuk pengembangan komoditi
padi sawah. Potensi yang lain adalah banyaknya jumlah
penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sehingga
dengan beberapa potensi tersebut merupakan modal dasar
dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Selain tanaman padi yang terdiri dari padi
sawah dan padi ladang yang diusahakan oleh sebagian besar
masyarakat di kabupaten Kutai Kartanegara terdapat pula
tanaman Holtikultura, Sayur dan Palawija yang tersebar di 18
Kecamatan.

Pada Tahun 2009 total produksi padi adalah 207.140 ton yang
terdiri dari produksi padi Sawah sebanyak 190.691ton
dengan Produktifitas produksi sebanyak 50,67 Kw dan luas
Panen 37.634 Ha.sedangkan untuk Padi Ladang produksi
sebanyak 16.449 ton dengan Produktifitas Produksi sebanyak
31,51 Kw dan luas panen sebesar 5.220 Ha.

Sedangkan untuk jenis tanaman palawija, beberapa jenis

tanaman utama dengan produksi sebagai berikut :
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Tabel 1.1.

Jenis, Luas, Produktifikas dan Produksi Palawija

Tahun 2009
Jenis Luas/Ha Produktifitas/Kw Produksi Ton/Thn
Jagung 2.759 31,21 5.425
Kedelai 473 13,49 484
Ubi Kayu 1.762 138 22.936
Ubi Jalar 925 32 2.686

Sedangkan untuk tanaman jenis holtikultura yang menjadi
unggulan pada sektor pertanian adalah :

Tabel 1. 2.

Jenis,

Hortikultura tahun 2009

Jumlah Panen dan Jumlah Produksi

Jenis Jumlah Panen/Ha Jumlah Produksi
Durian 1.074 37.533
Nanas 796 39.426
Pisang 1.003 62.039
Rambutan 7.330 26.896

2. Peternakan

Komoditi unggulan pada bidang peternakan terdiri dari

Sapi,Kerbau,Kambing, dan Ayam. Pengadaan ternak pada
tahun 2009 yang tersebar di 18 kecamatan Kutai Kartanegara
terdiri dari ternak Sapi sebanyak 18.444 ekor, Kerbau 2.799
ekor, Kambing 15.323 ekor, Babi 5.116 ekor, ayam buras
464.715 ekor,ayam ras petelur 113.241 ekor dan populasi itik
70.811 ekor. Secara keseluruhan produksi daging di Kabupaten
Kutai Kartanegara pada tahun 2009 adalah 12.866 ton dan
produksi telur 1.599 ton.

Dengan makin berkembangnya kegiatan peternakan di
Kabupaten Kutai Kartanegara ini maka akan berdampak kepada
penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 17.366 orang dari

target 25.428 orang.
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Untuk sektor peternakan penetapan kawasan zona peternakan
ditetapkan berdasarkan potensi dan kondisi yang ada, terdiri

dari :

a. Pengembangan Sapi Potong: Kecamatan Samboja, Muara
Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu dan Sanga -
Sanga.

b. Pengembangan Ternak Kerbau : Kecamatan Muara Muntai,
Kenohan, Muara Wis dan Kota Bangun.

c. Pengembangan Ternak Kambing : Kecamatan Loa Kulu,
Sebulu, Muara Kaman dan Kota Bangun.

d. Pengembangan Ternak Babi: Kecamatan Tenggarong
(Jahab), Tabang dan Loa Janan.

e. Pengembangan Ayam Buras : Kecamatan Loa Kulu,
Samboja, Loa Janan, Tenggarong, Kenohan, Tenggarong
Seberang dan Kota Bangun.

f. Pengembangan Ayam Petelur : Kecamatan Anggana dan
Loa Kulu.

g. Ternak Ayam Ras : Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan,
Anggana, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Kota
Bangun dan Samboja.

h. Ternak Itik : Kecamatan Tenggarong, Tenggarong

Seberang, Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Kaman dan Sebulu.

3. Perikanan
Potensi pengembangan usaha perikanan dan kelautan baik
berupa penangkapan maupun budidaya di Kabupaten Kutai

Kartanegara cukup besar. Hal ini ditunjang dengan keberadaan
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pantai sepanjang 187,5 km, perairan laut kurang lebih 1.312,5
km persegi dan perairan umum kurang lebih 79.228,15 ha (
Danau 19,217 ha, sungai 22.302,15 ha, Rawa 37.661 ha, waduk
48 ha dan embung 175 ha ( lahan galian eks batu bara) dan Mina
padi ( INMINDI).

Dalam pengembangan usaha budidaya telah dikembangkan

suatu kawasan sentra produksi yaitu:

1. Kawasan sentra produksi di wilayah hulu meliputi kecamatan
Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kembang Janggut
dan Muara Kaman dengan komoditas unggulan patin, jelawat
dan betutu.

2. Kawasan sentra produksi di wilayah tengah dengan
komoditas unggulan nila dan ikan mas meliputi kecamatan
Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan.

3. Kawasan sentra produksi di wilayah pesisir dengan komoditas
unggulan udang windu, bandeng dan kepiting meliputi
kecamatan Anggana, Muara jawa, Samboja, Muara Badak,

Marang Kayu.

Sedangkan untuk kawasan sentra produksi penangkapan di

wilayah pesisir dan wilayah perairan umum, meliputi:

1. Wilayah perairan umum meliputi kecamatan Muara Muntai,
Muara Wis, Kota Bangun, kenohan, muara kaman dan
kembang janggut.

2. Wilayah pesisir meliputi kecamatan anggana, muara jawa,

samboja, muara badak, marang kayu dan sanga-sanga.
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Perkembangan produksi perikanan tahun 2009 untuk jenis
perikanan Penangkapan sebanyak 52.045 ton. Perikanan
budidaya sebanyak 41.440 ton.

Adapun jenis produk unggulan perikanan darat terdiri :

1. Perikanan Sungai / Rawa dan Danau untuk Tahun 2009
sebanyak 25.810 ton.

2. Budi Daya terdiri dari :
- Kolam pada tahun 2009 sebanyak 308 ton
- Keramba pada tahun 2009 sebanyak 29.832 ton

Sedangkan untuk tenaga kerja nelayan dalam rumah tangga
petani (RTP), untuk kegiatan penangkapan ikan tahun 2009
sebanyak 20.531org. Budi Daya Tambak ,Sungai sebanyak 7.272
org. Kolam pada tahun 2009 sebanyak 799 org, sedangkan
untuk jenis keramba tahun 2009 sebanyak 41.353 org.

Adapun Sarana dan Prasarana untuk produksi bibit ikan yang
tersedia saat ini adalah Balai Benih Tirta Mina yang terletak di
desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang dengan kapasitas
produksi sebanyak 752.400 ribu ekor pada periode tahun 2009
dan Balai Benih Tirta Jaya yang terletak di kecamatan Sanga -
Sanga belum bisa produksi karena masih dalam tahap

perbaikan.

Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2009, bidang tangkap
20.689 jiwa, bidang budidaya 68.628 jiwa dan bidang
pengolahan 1.428 jiwa. Konsumsi masyarakat Kabupaten akan

ikan pada tahun 2009 adalah sebesar 71 kg/Perkapita/tahun.
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4. Perkebunan

Pengembangan perkebunan mempunyai peranan penting baik

dalam pembangunan ekonomi,social maupun ekologi karena

merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam tanpa

atau relative tidak tergantung pada komponen impor.Adapun

Pola dan kegiatan yang dilaksanakan melalui:

1. Perkebunan Rakyat (PR) dengan Pola UUP Pola
Swadaya/Persial murni dan berbantuan.

2. Perkebunan Besar Swasta (PBS) yaitu Pola Kemitraan dan
PBS Murni.

3. Perkebunan Besar Negara (PBN)-PTPN pola PIR (inti -

Plasma).

Untuk pola pengembangan PBN-PTPN kegiatannya hanya
terbatas pada komoditi karet dan saat ini sudah tidak

dilaksanakan lagi.

Salah satu indikator tingkat perkembangan dan keberhasilan
dalam pengembangan perkebunan dapat dilihat dari Areal dan
Produksi sampai dengan tahun 2009 mencapai 155.571,75 Ha
dengan jumlah Produksi mencapai 272.461,95 Ton, dengan
jumlah petani sebanyak 38.310 orang yang tersebar di 18

Kecamatan 226 desa/kelurahan.

Untuk jenis komoditi perkebunan rakyat sampai dengan saat ini
mencapai luas areal 52.295,05 Ha dengan produksi mencapai
28.176,95 Ton/Tahun yang terdiri dari Kelapa Sawit, Karet,
Kelapa, Lada, Kakao, Kopi, Kapuk, Cengkeh, Panili, Kayu Manis,
Kemiri, Pala, Jambu Mete, Pinang, Aren, Jahe, jarak Pagar,

dengan jumlah petani sebanyak 38.310 kk.
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Perkembangan perkebunan Besar Swasta ( PBS ) sampai tahun
2009 berjumlah 20 PBS, meningkat dari tahun-tahun
sebelumnya dengan luasan arel tanam 101.160,70 Ha dengan

produksi mencapai 244.145 ton.

Perkebunan Besar Negara (PBN) di Kabupaten Kutai Kartanegara
terdiri dari PTP Nusantara XlIl dengan Pola PIR khusus | Tanjung
Santan Kecamatan Marang Kayu dengan komoditi Karet seluas
301.00 ha dan produksi 296 ton, dan kebun dinas Perkebunan
dengan komoditi kelapa sawit seluas 326,00 Ha dengan produksi

mencapai 140 ton.

Perkebunan PIR swadaya yang ada di Kabupaten Kutai
Kartanegara terdapat di kec Kembang Janggut, Kec Marang
Kayu dan Kec Samboja dengan komoditi kelapa sawit , hingga
tahun 2009 luas arelnya mencapai 1.790 ha dan produksi 5.950

ton.

. Kehutanan

Secara umum areal hutan masih merupakan jenis penggunaan
lahan yang dominan di Kabupaten Kutai Kartanegara vyaitu
seluas 2.637.657 Ha (83,31% dari luas wilayah). Perinciaan jenis
hutan yang ada meliputi: (1) hutan lindung (239.816 Ha); hutan
produksi (1.325.198 Ha); hutan suaka alam (68.884 Ha); hutan
penelitian pendidikan (14.099 Ha); dan hutan konversi (989.960
Ha).
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Pada subsektor kehutanan, luas dan fungsi kawasan hutan
berdasarkan penunjukan dari Menteri Kehutanan pada tahun
2006 adalah:
1. Kawasan Budidaya Kehutanan (K-BK) seluas 1.647.622 Ha:
a) Hutan Lindung / Protection Are Forest seluas 231.959 Ha
b) Hutan Suaka Alam dan Wisata / Park and Reserve Forest
seluas 11.621 Ha.
c) Taman Nasional / National Park seluas 53.286 Ha
d) Hutan Produksi Terbatas / Limited Production Forest
seluas 61.380 Ha

e) Hutan Produksi Tetap / Non Convertible Forest seluas

507.614 Ha

f) Hutan Fungsi Khusus / Special Function Forest seluas
781.762 Ha

2. Kawasan Hutan Non Budidaya Kehutanan (KBNK) seluas
1.073.009 Ha.

Komoditas dari subsektor kehutanan yang potensial dan
memiliki prospek yang cerah antara lain hutan rakyat, rotan,
ulat sutra dan sarang burung. Hutan rakyat mulai banyak
dilakukan secara tradisional oleh masyarakat, dan belum ada
usaha intensif dan ekstensif untuk meningkatkan produktivitas
hasil hutan. Hasil hutan berupa kayu diantaranya adalah
mahoni, albasia, pinus, akasia dan leusanea. Rotan merupakan
hasil ikutan dari hasil hutan. Rotan di Kabupaten Kutai
Kartanegara pada umumnya masih diusahakan secara
tradisional sehingga masih perlu untuk diusahakan lebih modern
mengingat adanya kenaikan permintaan rotan jadi, setengah
jadi dan batangan di pasar internasional yang terus meningkat,

sementara itu dilihat dari sisi produktivitas rotan alam dari
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tahun ke tahun mengalami penurunan. Ulat sutra merupakan
bahan baku kain yang berkualitas dan harganya sangat tinggi.
Berdasar uji coba yang dilakukan Dinas Kehutanan, ulat sutra
cocok dibudidayakan di Kalimantan Timur, termasuk media
penanaman murbay sebagai pakan ulat sutra. Sarang Burung
merupakan komoditas andalan yang cukup penting. Selama ini

sarang burung diperoleh dari habitat alam.

6. Pariwisata dan Budaya

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pewaris kerajaan Hindu
tertua (Abad ke 1V) di Indonesia merupakan anugrah dan
kebanggaan sejarah bagi masyarakat Kabupaten Kutai
Kartanegara,Situs Sejarah,Keraton Lama, Musium Mulawarman
merupakan warisan seni budaya keindahan alam saat ini yang
merupakan salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Kutai.
Beberapa objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan
pada saat ini yang tersebar di 18 Kecamatan adalah :

1)  Hutan Bukit Suharto ( Wisata Alam, Hutan pendidikan )

2) Bukit Bengkirai, ( Wisata Alam , hutan pendidikan)

3) Pantai Tanjung Harapan Samboja ( Wisata Alam )

4) Danau Melintang ( Wisata Alam )

5) Museum Mulawarman dan makam para raja-raja ( Wisata

budaya, Peninggalan Sejarah)

6) Taman Rekreasi Pulau Kumala.

7) Planetarium

8) Air Terjun Perjiwa, Air Terjun Loa Duri, Air Terjun Bukit
Biru, Air Terjun Kedang Ipil.

9) Rumah Adat Lamin dan Budaya Dayak Kenyah merupakan
wisata Budaya yang terdapat di Kecamatan Tabang desa

Ritan Baru.
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10) Peninggalan Sejarah Bekas Kerajaan Hindu yang terdapat
di kecamatan Muara Kaman yang merupakan wisata
budaya.

11) Situs Kerajaan Kutai Mulawarman yang merupakan
peninggalan sejarah yang terletak di Kecamatan Muara
Kaman

12) Lamin Adat dan Seni Budaya Dayak Punan yang merupakan
wisata sejarah dan purbakala terdapat di Kecamatan Loa
kulu.

13) Peninggalan Belanda, Jepang dan Sumur Minyak Tua yaitu
Tempat Wisata Historis/bersejarah  yang terdapat di
Kecamatan Sanga-sanga.

14) Taman Anggrek alam di Pulau Nusa Dua Kecamatan Muara

Muntai dan Kecamatan Kahala.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Sebagai salah satu daerah penghasil migas, Kabupaten Kutai
Kartanegara masih mampu menciptakan nilai tambah yang cukup
tinggi setiap tahunnya. Peningkatan produksi dan harga barang dan
jasa merupakan faktor penyebab utama kenaikan nilai PDRB atas
dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Kutai Kartanegara
mulai tahun 2001 hingga tahun 2009.

Pasca otonomi daerah yaitu tahun 2001 terlihat bahwa total PDRB
Kabupaten Kutai Kartanegara atas dasar harga berlaku dengan
migas sebesar 26,361 triliun rupiah. Sejak tahun 2005 nilai PDRB
sudah berada diatas 50 trilun rupiah yaitu sebesar 59,181 triliun
rupiah. Nilai ini meningkat terus di tahun 2006 menjadi 66,354
triliun rupiah, kemudian tahun 2007 mencapai nilai 72,112 triliun

rupiah. Lalu pada tahun 2008 mencapai angka 99,559 trilun rupiah.
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Terakhir pada tahun 2009 nilai tambah yang mampu dihasilkan
oleh Kabupaten Kutai kartanegara sebanyak 91,571 triliun rupiah.
Kondisi ini memang disebabkan melemahnya produksi migas
dibandingkan dengan produksi migas tahun 2008. Apabila kita
bandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 20009,
yang besaran nilai tambah sub sektor pertambangan migasnya
sebesar 68,279 triliun rupiah, maka 97,81 persen berasal dari
pertambangan migas Kutai kartanegara yang nilanya mencapai
66,784 triliun rupiah.

Lain halnya bila PDRB diamati atas dasar harga konstan 2000, yang
hanya berada di kisaran dibawah 30 triliun rupiah. Lihat saja pada
tahun 2001 nilai PDRB dengan migas sebesar 25,262 triliun rupiah
dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 28,008 triliun rupiah.
Sayangnya pada tahun 2006 nilainya turun menjadi 27.299 triliun
rupiah atau terjadi penurunan sebesar - 2,53 persen. Demikian
juga pada tahun 2007, masih terjadi penurunan nilai tambah
menjadi 26,203 triliun rupuah atau penurunan sebesar -4,02
persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa
memang telah terjadi penurunan produksi migas pada periode
tahun 2006 hingga tahun 2007. Pada tahun 2008 seperti yang sudah
dikemukakan diatas bahwa harga migas dunia yang melambung
tinggi mampu memacu produksi migas yang berimbas pada
peningkatan nilai PDRB menjadi 27,346 triliun rupiah. Kemudian
pada tahun 2009 masih mampu menghasilkan nilai PDRB sebesar
28,108 triliun rupiah.

Pekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat lebih riil apabila
kita melihat dari sisi PDRB tanpa migas. Pada tahun 2001, PDRB
atas dasar harga berlaku tanpa migas mencapai angka 6,009 Triliun

Rupiah, sementara tahun 2007 sudah mencapai angka 17,542
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triliun rupiah. Sejak tahun tahun 2005 capaian nilai PDRB sudah
berada diatas 10 triliun rupiah, yaitu tahun 2005 mencapai 11,610
14,302 triliun

Kemudian pada tahun 2008 sudah mampu mencapai nilai 22,045

triliun rupiah, tahun 2006 mencapai rupiah.
triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2009 menghasilkan nilai

sebesar 24.786 triliun rupiah.

Sementara itu PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan tahun
2000 menunjukkan bahwa tahun 2009 mencapai nilai 9,112 triliun
rupiah atau ada kenaikan sebesar 5,34 persen bila dibandingkan
dengan tahun 2008 yang nilainya sebesar 8,596 triliun rupiah atau
ada kenaikan sebesar 5,34 persen. Perkembangan perekonomian
Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2001 hingga tahun 2009
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3.
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2001-2009

Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB ADH Berlaku PDRB ADH Konstan 2000 | Laju Pertumbuhan

Tahun (Juta Rupiah) (Juta Rupiah) Ekonomi (%)
Dengan Migas Tanpa Dengan Tanpa Dengan Tanpa
Migas Migas Migas Migas Migas

(1) (2) 3) (4) (3) (6) (7)
2001 26.361.802 | 6.009.398 |25.262.051 5.010.617 7,94 5,26
2002 26.837.948 | 6.956.958 |26.697.543 | 5.245.098 5,68 4,68
2003 33.548.764 | 7.882.728 |26.754.490 | 5.602.802 0,21 6,82
2004 42.409.272 | 8.682.805 |27.279.521 5.960.847 1,96 6,39
2005 59.234.845 | 11.636.105 | 28.008.486 | 6.650.958 2,67 11,58
2006 66.354.536 | 14.302.874 |27.299.950 | 7.437.449 -2,53 11,83
2007 72.112.720 | 17.542.150 | 26.203.625 | 8.148.612 -4,02 9,56
2008 99.559.220 | 22.045.057 |27.346.014 | 8.596.411 4,36 5,50
2009 91.571.294 | 24.786.622 |28.109.265 | 9.112.167 2,79 6,00
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Untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan
yang telah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara pada periode tahun 2000 hingga tahun 2009 ini, dapat
dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan
tingkat pertumbuhan produksi barang dan jasa, walaupun masih

bersifat makro.

Karena Kutai Kartanegara sangat bergantung pada sektor migas
yang produksinya turun pada 2006 dan 2007 lalu, maka
pertumbuhan ekonomi tahun-tahun tersebut juga menurun yaitu
masing-masing sebesar -2, 53 persen dan -4,02 persen. Penurunan
tersebut dikarenakan adanya penurunan pertumbuhan di sektor
pertambangan dan penggalian sebesar -4,23 persen pada tahun
2006 dan -6,22 persen pada tahun 2007. Tetapi dengan adanya
peningkatan produksi migas tahun 2008, maka sektor
pertambangan dan penggalian bisa mencapai tingkat pertumbuhan
sebesar 3,92 persen. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kutai Kartanegara hingga mencapai 4,36 persen.
Kemudian pada tahun 2009 pertumbuhannya melemah menjadi

hanya sekitar 2,79 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 ini sangat didukung oleh
pertumbuhan dari semua sektor pembentuk PDRB. Sektor yang
paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor Jasa-jasa yang tumbuh
sebesar 26,96 persen, lalu sektor Listrik, Gas dan Air minum yang
tumbuh sebesar sebesar 9,74 persen. Kemudian disusul oleh sektor
bangunan yang menempati urutan berikutnya yaitu sebesar 6,84
persen. Setelah itu sektor Perdagangan, hotel dan restoran yang

tumbuh sebesar 4,88 persen.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang tumbuh

sebesar 3,89 persen, kemudian disusul sektor Pengangkutan dan
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komunikasi yang mampu tumbuh sebesar 3,80 persen. Sektor

Industri pengolahan tahun 2009 ini tumbuh sebesar 2,92 persen

dan Sektor Pertambangan dan penggalian pertumbuhannya masih

masih mampu tumbuh yaitu sebesar 2,34 persen. lalu setelah itu

sektor pertanian dalam arti luas yang pertumnuhannya menurun

yaitu - 1,05 persen. Penyebab menurunnya pertumbuhan sektor ini

adalah dengan menurunnya pertumbuhan sub sektor kehutanan

yang besarnya mencapai -7,01 persen, sehingga secara komulatif

sektor ini mengalami penurunan pertumbuhannya.

Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%)
Lapangan Usaha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(1) 2) A3) 4) €)) (6) (7) ®) {9)
Pertanian -3,13 7,88 -2,25 4,80 0,45 0,40 0,03 -1,05
Pertambangan & Penggalian 5,67 | -1,28 1,36 1,81 -4,23 -6,22 3,92 2,34
Industri Pengolahan 6,13 5,24 5,68 4,41 4,32 5,77 1,67 2,92
Listrik, Gas, & Air Bersih 12,43 8,37 | 10,47 5,77 9,00 9,02 9,44 9,74
Bangunan 39,93 | 13,85 | 21,19 | 15,36 5,96 6,82 | 14,97 6,84
Perdagangan, Hotel, & 10,94 8,72 9,83 6,75 14,50 | 10,46 8,94 4,88
Restoran
Pengangkutan & Komunikasi 4,94 5,86 3,63 4,68 7,66 6,37 6,86 3,80
Keuangan, Persewaan & jasa 3,95 6,25 6,02 -0,07 -1,76 2,59 3,51 3,89
Perush.
Jasa-jasa 4,29 4,90 3,15 5,97 13,59 | 12,93 | 13,20 | 26,96
Total PDRB 5,68 0,21 1,96 2,67 -2,53 | -4,02 4,36 2,79
Total PDRB (Tanpa Migas) 4,68 6,82 6,39 | 11,58 11,83 9,56 5,50 6,00

c. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini

masih di dominasi oleh sektor primer yaitu sektor yang berbasis

pada sumber daya alam seperti sektor minyak dan gas bumi dan
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sektor pertanian. Pada tahun 2009 relatif tidak mengalami
pergeseran dibanding tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya
yaitu dominasi sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor ini
merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Kabupaten
Kutai Kartanagara yaitu sekitar 85,84 persen. Hal ini berarti lebih
dari 80 persen ekonomi Kutai Kartanegara berasal dari kegiatan
ekonomi yang basisnya adalah sumber dayam alam. Sehingga
mengakibatkan sangat tergantungnya pertumbuhan ekonomi dari
sektor migas ini. Sementara sektor lain hanya sisanya yaitu sekitar

14,23 persen saja.

Bila dilihat dari besaran PDRB, maka Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2009, bisa dikatakan sebagai daerah yang kaya. Namun perlu
diingat bahwa pendapatan ini merupakan pendapatan yang semu
dan bukan merupakan pendapatan yang riil yang diterima
masyarakat. Hal ini disebabkan karena penyumbang terbesar
adalah sektor migas yang kita semua mengetahuinya bahwa hasil
dari migas ini merupakan devisa negara, yang berarti masuk dahulu
ke kas negara, baru kemudian dikembalikan ke daerah dalam

bentuk dana perimbangan.

Untuk sektor lainnya hanya disisakan peluang sebesar 14,23 persen
saja. Porsi ini diisi oleh sektor Pertanian dalam arti luas, sebagai
penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten
Kutai Kartanegara yaitu sebesar 5,43 persen, kemudian disusul
oleh sektor bangunan yang menyumbang sebesar 3,15 persen serta
sektor perdagangan menyumbang sebesar 2,56 persen. Sektor
Industri Pengolahan masih mampu menempati urutan lima dalam
kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara tahun
2009 yaitu sebesar 1,24 persen.
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Sementara sektor lainnya secara berurutan yaitu Sektor Jasa-Jasa,
sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi, sektor Keuangan,
Persewaan, dan Jasa Perusahaan, serta sektor Listrik, Gas dan Air

Bersih hanya mampu menyumbang dibawah 1 persen.

Tabel 1.5. Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas Atas Dasar
Harga Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun
2001-2009 (%)

Lapangan Usaha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(1) (2) A3) 4) () (6) (7) 8) 9)

Pertanian 9,28 8,18 6,39 5,37 5,42 5,75 4,47 5,43
Pertambangan & 79,40 81,48 84,03 86,68 | 86,54 | 85,65 | 88,05| 85,84
Penggalian
Industri Pengolahan 2,12 1,88 1,71 1,33 1,31 1,36 1,09 1,24
Listrik, Gas, & Air Bersih 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05
Bangunan 3,64 3,42 3,36 2,90 2,83 2,99 2,62 3,15
Perdagangan, Hotel, & 2,90 2,69 2,44 2,08 2,23 2,50 2,00 2,56
Restoran
Pengangkutan & 0,62 0,55 0,48 0,39 0,42 0,43 0,34 0,39
Komunikasi
Keuangan, Persewaan & 0,73 0,64 0,56 0,43 0,40 0,39 0,31 0,35
jasa Persh
Jasa-jasa 1,25 1,11 0,98 0,79 0,82 0,89 0,77 0,99
JUMLAH 100 100 100 100 100 100 100 100

Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009
tanpa migas berbeda distribusinya dibanding dengan migas.
Struktur perekonomian tanpa migas ini telah terjadi pergeseran
antara sektor pertanian dengan sektor pertambangan. Pada tahun
2000 hingga tahun 2009, peranan sektor pertanian cenderung
berkurang atau menurun sedangkan sektor pertambangan dan
penggalian malah sebaliknya yaitu menunjukkan trend yang

meningkat.
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Namun hal ini bisa dipastikan tidak akan bertahan lama, karena
sektor pertambangan dan penggalian adalah merupakan sumber
daya alam vyang tidak terbarukan (unrenewable). Apabila
potensinya sudah habis, maka kontribusinya terhadap PDRB
Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak ada. Hal ini sudah
semestinya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara untuk mulai menggali sumber-sumber potensi
perekonomian lainnya sebagai pengganti sektor pertambangan

dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2000 sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan
Perikanan mampu berperan sebesar 40,56 persen terhadap total
PDRB tanpa Migas, namun pada tahun 2009 ini hanya mampu
menyumbang sebesar 20,06 persen. Padahal tahun sebelumnya,
sektor ini masih bisa berkontribusi sebesar 21,56 persen.
Sementara itu pertambangan non migas dan penggalian yang pada
tahun 2000 hanya sebesar 16,93 persen nhamun pada tahun 2008 ini
meningkat pesat menjadi 47,69 persen. Sehingga menjadikan
sektor ini menjadi sektor yang terbesar kontribusinya terhadap
perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan pada
tahun 2008 lalu, sektor pertambangan non migas dan penggalian

berkontribusi sebesar 46,05 persen.

Sektor Bangunan menempati urutan yang sama dengan tahun lalu
yaitu urutan ketiga setelah sektor pertambangan dan sektor
pertanian dalam kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten
Kutai Kartanegara tanpa migas vyaitu sebesar 11,62 persen.
Kemudian disusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran juga
cukup besar peranannya dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar

9,45persen.
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Sektor Industri Pengolahan mampu menyumbang sebesar 4,58
persen pada tahun 2009 dan angka ini melemah sedikit bila
dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 4,94 persen. Sektor
jasa-jasa tahun 2009 ini menyumbang sebesar 3,65 persen dalam
pembentukan PDRB tanpa migas. Namun sektor lainnya seperti
sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor listrik, gas dan air
bersih, hanya mampu memberikan kontribusi dibawah 2 persen,
yaitu masing-masing sebesar 1,46 persen, 1,31 persen dan 0,18

persen.

Tabel 1.6. Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga
""" Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2001-2009 (%)

Lapangan Usaha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
@) @) E) ) 5) 6) @) @) @)

Pertanian 35,79 34,81 31,22 27,24 25,15 23,64 21,56 20,06
Pertambangan & 20,52 21,16 22,00 32,29 37,54 40,99 46,05 47,69
Penggalian
Industri Pengolahan 8,16 7,99 8,36 6,76 6,08 5,58 4,94 4,58
Listrik, Gas, & Air 0,23 0,23 0,24 0,19 0,20 0,19 0,17 0,18
Bersih
Bangunan 14,04 14,55 16,41 14,76 13,14 12,28 11,82 11,62
Perdagangan, Hotel, 11,20 1,14 11,92 10,63 10,34 10,26 9,05 9,45
& Restoran
Pengangkutan & 2,40 2,35 2,34 2,00 1,93 1,78 1,56 1,46
Komunikasi
Keuangan,
Persewaan & jasa
Persh 2,82 2,74 2,74 2,16 1,84 1,60 1,39 1,31
Jasa-jasa 4,84 4,73 4,78 3,81 3,79 3,68 3,46 3,65
JUMLAH 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Laporan Keterangan Pertangqung Jawaban Bupati Kutai Kartaneqara TA 2009 I 130



d. PDRB Perkapitan dan Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkaita merupakan salah satu indikator makro

ekonomi yang banyak dimanfaatkan untuk melihat perkembangan
perekonomian, juga sebagai dasar evaluasi tingkat kesejahteraan
masyarakat suatu wilayah. Selama lima tahun terakhir,
perkembangan nilai PDRB perkapita dan pendapatan perkapita
Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung selalu meningkat baik itu

dengan migas maupun tanpa migas.

Seperti sudah dijelaskan pada bagian awal, bahwa pengaruh sektor
migas sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai
Kartanegara. Demikian juga halnya dengan PDRB perkapita dan
pendapatan perkapita, juga terlihat sangat dominan. Hal ini dapat
dilihat dari selisih antara PDRB perkapita dengan migas dan non

migas.

Pada tahun 2001 dimana baru dimulainya pelaksanaan otonomi
daerah, nilai PDRB perkapita dengan migas di Kutai Kartanegara
mencapai nilai 57,291 Juta Rupiah, sedangkan PDRB perkapita
tanpa migas sebesar 13,060 Juta Rupiah. PDRB perkapita tanpa
migas hanya 22,79 persen dari PDRB dengan migas. Hal yang sama
juga terjadi dengan pendapatan perkapitanya yaitu pendapatan
perkapita dengan migas mencapai 52,905 juta rupiah, sementara
tanpa migas hanya 13,293 juta rupiah. Terjadi selisih sebesar
38,430 juta rupiah, atau pendapatan perkapita tanpa migas hanya

25,70 persen dari pendapatan perkapita dengan migas.

Trend PDRB perkapita dan pendapatan perkapita dari tahun ke
tahun selalu meningkat dan mulai tahun 2005 hingga 2008, PDRB
dengan Migas sudah berada diatas 100 juta rupiah dan pendapatan
perkapita sudah berada diatas 20 juta rupiah. Tahun 2009 telah

tercipta PDRB dengan migas sebesar 91,571 triliun rupiah dan
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apabila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di

Kabupaten Kutai Kartanegara, maka didapat PDRB perkapita
dengan migas sebesar 171.681.476 rupiah. Demikian juga halnya
dengan PDRB tanpa migas yang secara total sebanyak 24,786 triliun
rupiah, apabila dibagi dengan jumlah penduduk, maka didapat
PDRB perkapita sebesar 46.470.937 rupiah. PDRB perkapita tanpa

migas tahun 2009 hanya 27,07 persen saja dari nilai PDRB

perkapita dengan migas.

Tabel 1.7. Perkembangan

PDRB Perkapita

dan

Pendapatan

Perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2001-

2009
PDRB Perkapita Pendapatan Regional Perkapita
Tahun (Rupiah) (Rupiah)
Dengan Migas Tanpa Migas | Dengan Migas Tanpa Migas
(1) (2) 3) “4) )

2001 57.291.701 13.060.133 52.905.554 11.754.119
2002 56.981.023 14.770.676 51.724.468 13.293.608
2003 69.585.920 16.350.138 64.289.948 14.715.124
2004 87.082.694 17.829.169 81.773.949 16.046.253
2005 120.264.763 23.572.046 114.018.385 21.207.617
2006 131.296.323 28.301.226 124.478.084 25.466.012
2007 136.940.481 33.312.160 128.295.802 30.905.127
2008 188.533.421 41.746.309 177.673.733 38.278.795
2009 171.681.476 46.470.937 158.995.334 41.641.491

Pendapatan perkapita dengan migas di Kabupaten Kutai

Kartanegara pada tahun 2001 sebesar 52,905 juta rupiah dan tanpa
migas sebesar 11,754 juta rupiah atau perdapatan perkapita
dengan migas sebesar 4,50 kali lebih besar dari pendapatan
perkapita tanpa migas. Sedangkan pada tahun 2005 pendapatan
perkapita dengan migas 5,36 kali lebih besar dari pendapatan

perkapita tanpa migas.
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Pendapatan perkapita dengan migas di Kutai Kartanegara tahun
2009 sebesar 158,995 juta rupiah sedangkan pendapatan perkapita
tanpa migas sebesar 41,641 juta rupiah. Terlihat adanya selisih
yang sangat besar yaitu sekitar 117,353 juta rupiah atau capaian
pendapatan perkapita tanpa migas hanya 26,19 persen dari
peda